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kemauan tersebut.

Audit Kerugian

Komisi XI DPR dari Golkar itu
menjelaskan, pelaksanaan
audit baru bisa dilakukan jika
DPR yang meminta. Jika
permintaan audit Pertamina
muncul dari Kementerian
Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM), Harry me-
nyebut BPK tak bisa menuruti

Sebab Kementerian ES-
DM juga merupakan salah
satu objek audit BPK. “Kalau
Kementerian yang meminta
audit, itu tidak bisa. Karena
apakah kementerian juga mau
membuka dirinya ketika kita
audit Pertamina? BPK itu lem-
baga independen, Presiden
minta audit ke kita saja kita tak
perbolehkan,” tegas Harry.

Seperti diketahui, Ke-
menterian ESDM berharap
BPK mau meninjau kerugian
Pertamina akibat menjual
premium yang diklaim men-
capai Rp 15,3 triliun, hingga
Agustus 2015. Direktur Jen-

Audit Keruglan

'BADAN Pe-
meriksa  Keua-
ngan (BPK) me- A
nyatakan bisa me- [
ngaudit nilai keru-
gian yang diklaim
PT Pertamina (Per-
sero) akibat men-
jual Bahan Bakar
Minyak (BBM) je- H
‘nis premium di ba-
wah harga formu-
la perseroan, jika diminta
DPR.

~ Kesiapan tersebut di--

ungkapkan Ketua BPK,
Harry Azhar Azis. Jika
nantinya audit dilakukan,
ia mengatakan BPK tidak
diperkenankan mengau-
dit dalam menilai harga
yang lebih baik antara

deral Migas Kementerian
ESDM, | Gusti Ngurah Wirat-
maja, menjelaskan aksi ini
dilakukan untuk menentu-
kan ganti rugi pemerintah
terhadap Pertamina akibat
rugi berjualan premium.

“Nanti, di akhir tahun
akan di-review oleh BPK.
Kalau misalkan keuangan
Pertamina negatif karena ini,
nanti pemerintah akan ba-
yarkan di akhir tahun. Ganti
ruginya bisa dalam bentuk
Penyertaan Modal Negara
(PMN) atau Dana Ketahanan
Energi (DKE),” jelas pria
yang akrab disapa Wirat itu,
kemarin.

Sebagai informasi, PT
Pertamina mengalami penu-
runan laba pada Semester |
2015 sebesar 49,55 persen
dari angka 1,13 miliar dolar
AS pada tahun lalu ke angka
570 juta dolar AS hingga
pertengahan tahun ini.

Hal ini disebabkan oleh

Azhar

harga penetapan
pemerintah dan
juga harga formu-
la Pertamina.
“Kalau kita di-
minta memeriksa,
misalnya terkait
dengan expen-
Theun e Ses (beban usa-
ar ha), siapa yang
ry memperoleh ke-
untungan kalau
banyak impor itu bisa kita
periksa. Namun, karena
- belum ada arahan, -saya
belum tahu apa saja yang
harus diperiksa,” kata
Harry di Jakarta, Selasa
(6/10).
Mantan Wakil Ketua

] Bersambung ke Hnl. 7

selisih harga penetapan pe-

merintah dan harga formula
Pertamina sebesar Rp 1.000
per liternya, sehingga perusa-
haan yang dipimpin Dwi Soe-
tjipto itu mengklaim telah
menanggung rugi Rp 12 triliun
sepanjang Semester | 2015.
Menurut informasi dari
Direktur Keuangan Pertami-
na, Arief Budiman, angkanya
membengkak menjadi Rp
15,3 triliun sampai Agustus
2015. Rencana BPK meng-
audit bisnis premium Perta-
mina ini mendapat tanggapan
positif dari manajemen Per-
tamina. Arief Budiman mem-
persilakan BPK untuk mela-
kukan audit investigatif atas
angka kerugian tersebut jika
memang DPR meminta BPK
melakukannya. “Kami siap
untuk diaudit. Karena me-
mang bukan cuma kita saja
kokyang diaudit, dulu PT PLN
(Persero) kan juga pernah
diaudit BPK,” ujar Arief.

TIRRT Sambungan Hnl;‘i

Menyoal wacana penu-
runan harga BBM, jenis pre-
mium, pertamina yakin jika
pun harus diturunkan secara
umum tidak akan menderita
kerugian besar. “Yang perlu
saya sampaikan, sampai de-

ngan Agustus tahun ini, itu -

untung 840 juta dolar AS dan
kira-kita itu sekitar Rp 11-12
triliun. Jadi, secara keseluru-
han Pertamina nggak rugi,”
kata Direktur Utama Pertami-
na, Dwi Soetjipto, di Istana
Negara.

Dwi mengatakan, Perta-
mina memang menderita
kerugian dari bisnis penjua-
lan BBM, khususnya penu-
gasan mendistribusikan pre-
mium dan solar ke seluruh
pelosok daerah. Tapi, Perta-
mina punya banyak bisnis
lain, mulai dari penjualan
elpiji, gas bumi, dan pelu-
mas, serta banyak bisnis
lainnya. (tribunnews.com/
okz/tic)
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